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Menimbang :

Mengingat

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG

MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS
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2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
' BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2014 DI

: 1.

PROVINSI BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GITRERNIIR RENGKIILIT

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal [ ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26
Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Tahun 2014, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (9)
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu, maka untuk dasar
penghitungan pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea
balik nama kendaraan bermotor perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Bengkulu tentang Memberlakukan Secara Mutatis
Mutandis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Tahun 2014 di Provinsi Bengkulu;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2828);



b

o

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



9.

10.

11.

12.

Menetapkan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 447),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1367);
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun
2014 Nomor 6);

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi

Bengkulu Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEMBERLAKUKAN
SECARA MUTATIS MUTANDIS PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN
2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR TAHUN 2014 DI PROVINSI BENGKULU.



Pasal 1

Memberlakukan secara mutatis dan mutandis Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1367) di wilayah Provinsi
Bengkulu.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu.
pada tanggal 24-12-2014

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 29-12-2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
¢ KEPALA B HUKUM(/
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